LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.210, 2014 AGREEMENT. Pembebasan. Visa. Paspor
diplomatik. Paspor Dinas. Pemerintah RI.
Pemerintah Meksiko. Pengesahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2014
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU
PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED
MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Meksiko City, Meksiko pada tanggal 14 April
2014 Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani  Persetujuan antara  Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat
mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor
Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the United Mexican States on Visa
Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service
Passports), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-
delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Meksiko Serikat;
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b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan
Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG
PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED
MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR OFFICIALSERVICE PASSPORTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang
Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican
States on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or OfficialService
Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2014 di
Meksiko City, Meksiko, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia,
Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.
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Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat, selanjutnya disebut
sebagai "Pihak” dan bersama-sama sebagai "Para Pihak™;

MENGINGAT hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk memfasilitasi pergerakan warga negara pemegang paspor
diplomatik atau dinas dari kedua belah Pihak;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing
negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari Republik Indonesia
wajib diizinkan untuk masuk, tinggal, keluar dan singgah di wilayah Meksiko Serikat
tanpa visa untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari sejak
tanggal masuk.

2. Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari Meksiko Serikat
wajib diizinkan untuk masuk, tinggal, keluar dan singgah di wilayah Republik Indonesia
tanpa visa untuk suatu jangka wakiu yang tidek melebihi tiga puluh (30) hari sejak
tanggal masuk

3. Apabila warga negara dari salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau
paspor dinas, berkeinginan untuk tinggal diwilayah Pihak lain untuk suatu jangka waktu
yang melebihi tiga puluh (30) hari, mereka diwajibkan untuk mendapatkan visa
sebelum masuk kewilayah Pihak lain tersebut.
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PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya
enam (6) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
PERSONIL YANG DIAKREDITASI UNTUK MIS| DIPLOMATIK DAN KONSULER

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor
dinag yang sah, yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di
wilayah Meksiko Serikat, termasuk anggota keluarga mereka sebagaimana tercantum
dalam ayat 3 Pasal ini, wajib dipersyaralkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat
dari Kedutaan Besar Meksiko Serikat sebelum memasuki wilayah Meksiko Serikat dan
mereka harus diakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri Meksiko Serikat dalam tiga
puluh hari (30) setelah memasuki negara tersebut.

2. Warga negara Meksiko Serikat, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas
yang sah, yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di wilayah
Republik Indonesia, termasuk anggota keluarga mereka sebagaimana tercantum
dalam ayat 3 Pasal ini, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat
dari Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum memasuki wilayah Republik
Indonesia.

3. Perlakuan ini diberikan kepada pasangan, orang tua dari pemegang paspor
diplomatik atau paspor dinas atau crang tua dari pasangan, anak-anak yang belum
menikah di bawah dua puluh lima (25) tahun dan dibawah perwalian dan/atau dalam
status berkebutuhan khusus.

PASAL 4
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN NASIONAL

1. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor
diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib menghormati hukum dan peraturan yang
berlaku di Pihak penerima selama berada diwilayah Pihak Penerima tersebut.

2. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor
diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib masuk, keluar atau singgah di wilayah
Pihak lain melalui titik-titik masuk yang dizinkan, sesuai dengan ketentuan imigrasi,
bea cukai, keamanan dan sanitasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari
Pihak lain tersebut.

PASAL 5
HAK PENOLAKAN

Masing-masing Pihak berhak menclak untuk memberikan izin masuk, atau
memperpendek masa tinggal di wilayahnya, setiap orang yang dimaksud dalam Pasal
1, yang dianggap non grata, khususnya yang menimbulkan bahaya bagi ketertiban
umum, kesehatan, keamanan atau yang keberadaannya dalam wilayah Pihak tersebut
ilegal.
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PASAL 6
KEHILANGAN PASPOR

Apabila warga negara dari salah satu Pihak kehilangan paspor diplomatik atau paspor
dinasnya di wilayah Pihak lain, misi diplomatik atau konsuler wajib segera
memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari Pihak penerima untuk melakukan
tindakan yang tepat, mengeluarkan pada saat yang sama paspor baru atau dokumen
perjalanan kepada warga negara tersebut

PASAL T
PERTUKARAN CONTOH PASPOR

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, Para Pihak wajib bertukar, melalui saluran
diplomatik, contoh-contoh paspor yang terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, setidaknya tiga puluh (30} hari sebelum berlakunya Persetujuan ini.

2. Dalam hal adanya modifikasi dalam paspor tersebut, Para Pihak wajib saling
memberitahukan dan menyampaikan kepada Pihak lain contoh-contoh paspor
tersebut, setidaknya tiga puluh (30} hari sebelum mengumumkannya.

PASAL B
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan baik secara keseluruhan atau
sebagian pemberiakuan Persetujuan ini karena alasan keamanan nasional, ketertiban
umum atau kesehatan masyarakat.

2. Penangguhan Persetujuan ini wajib segera dikomunikasikan melalui saluran
diplomatik kepada Pihak lain, dengan menyebutkan tanggal kapan penangguhan atau
pemberhentian penangguhan tersebut akan berlaku.

PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atas persetujuan bersama oleh para Pihak, yang
disampaikan melalui komunikasi tertulis dimana dalam komunikasi tersebut harus
disebutkan tanggal berlakunya perubahan tersebut.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan
Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan
diantara Para Pihak.
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PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal
penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan,
rmelalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya
Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-
undangan nasionalnya telah dipenuhi dan Persetujuan ini wajib berlaku untuk pericde
yang tidak ditentukan.

2. Salah satu Pihak, dapat seliap saal, menyampaikan keputusannya untuk
mengakhiri Persetujuan ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak
lain melalui saluran diplomatk dalam sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal
pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani
Persetujuan ini.

Ditandatangani di Meksiko City, pada 14 April 2014, rangkap dua, masing-masing
dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris, semua naskah
memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran
mengenai ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris wajib
berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
MEKSIKO SERIKAT

L WMo,

JOSE ANTONIO MEADE KURIBRERA
Menteri Luar Negeri
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REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SOBRE LA EXENCION DE VISA A TITULARES DE PASAPORTES
DIPLOMATICOS U OFICIALES | DE SERVICIO

El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos, en adelante denominados en lo individual como una
“Parte” y colectivamente como las “Partes”;

RECONOCIENDO las relaciones de amistad que existen entre ambos
Estados;

DESEANDO facilitar el transito de sus nacionales titulares de pasaportes
diplomaticos, oficiales o de servicio;

DE CONFORMIDAD con las leyes y los reglamentos vigentes en ambos
Estados;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1
EXENCION DE VISA

1. Los titulares de pasaportes diplomaticos o de servicio vigentes de
la Republica de Indonesia podran ingresar, permanecer, salir y transitar a
través del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, sin tener que obtener
una visa, por un periodo que no exceda de treinta (30) dias, a partir de la
fecha de ingreso.

2. Los titulares de pasaportes diplomaticos u oficiales vigentes de los
Estados Unidos Mexicanos podran ingresar, permanecer, salir y transitar a
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través del territorio de la Republica de Indonesia, sin tener que obtener una
visa, por un periodo que no exceda de treinta (30) dias, a partir de la fecha
de ingreso.

3 Si los nacionales de cualquiera de las Partes, fitulares de
pasaportes diplomaticos u oficiales/de servicio, desean permanecer en el
territorio de la otra Parte por un periodo que exceda de treinta (30) dias,
deberan solicitar la visa correspondiente antes de ingresar al territorio.

ARTICULO 2
VIGENCIA DEL PASAPORTE

Los pasaportes de los nacionales de cualquiera de las Partes deberan tener
una vigencia de al menos seis (6) meses anterior a su ingreso al territorio
de la otra Parte.

ARTIiCULO 3 ]
PERSONAL ACREDITADO ANTE UNA MISION DIPLOMATICA O
CONSULAR
1. Los nacionales de la Republica de Indonesia, fitulares de

pasaportes diplomaticos o de servicio vigentes, asignados como
funcionarios a una Mision Diplomatica o Consular ubicada en el territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como los miembros de sus familias que
se listan en el numeral 3 del presente Articulo, requeriran obtener la visa
correspondiente por parte de la Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos, previo a su ingreso, y deberan ser acreditados ante la
Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos
dentro de los treinta (30) dias siguientes a su ingreso al pais.

VA Los nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, titulares de
pasaportes diplométicos u oficiales vigentes, asignados como funcionarios
a una Misién Diplomatica o Consular ubicada en el territorio de la Repliblica
de Indonesia, asi como los miembros de sus familias que se listan en el
numeral 3 del presente Articulo, requeriran obtener la visa correspondiente
por parte de la Embajada de la Republica de Indonesia, previo a su ingreso.

3. Este tratamiento sera extensivo al conyuge, padres del titular o del
conyuge, asi como a los hijos solteros menores de veinticinco (25) afios,
que se encuentren bajo su tutela legal y/o en estado de interdiccion.
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| ARTICULO 4
LEGISLACION NACIONAL

1. Los nacionales de cualquiera de las Partes, titulares de pasaportes
diplomaticos u oficiales/de servicio, deberan respetar las leyes vy
reglamentos de la Parte receptora durante su estancia en su territorio.

2. Los nacionales de una Parte, titulares de pasaportes diplomaticos u
oficiales/de servicio, deberdn entrar, salir o transitar al territorio de la otra
Parte a través de los puntos autorizados para el ingreso, de conformidad
con las disposiciones migratorias, aduaneras, de seguridad y sanitarias
establecidas por las autoridades competentes de la otra Parte.

ARTICULO 5
DERECHO A NEGAR EL INGRESO

Cada Parte se reserva el derecho de negar la entrada o reducir el periodo
de estancia en su territorio, de cualquiera de las personas a que se refiere
el Articulo 1, cuya presencia sea considerada non grata, en particular a
aquellas personas que puedan representar un riesgo al orden publico, a la
salud publica o a la seguridad, o cuya presencia sea considerada ilegal en
su territorio.

ARTICULO 6
PERDIDA DE PASAPORTE

Si un nacional de cualquiera de la Partes extravia su pasaporte diplomatico
u oficial/de servicio en el territorio de la otra Parte, la Mision Diplomatica o
Consular informara de inmediato a las autoridades correspondientes de la
Parte receptora a fin de que tomen las medidas pertinentes, expidiendo, al
mismo tiempo, un nuevo pasaporte o documento de viaje a su nacional.

ARTICULO 7
INTERCAMBIO DE EJEMPLARES

1. Para los propositos del presente Acuerdo, las Partes
intercambiaran, a través de la via diplomatica, al menos con treinta (30)
dias de anticipacion a la entrada en vigor del presente Acuerdo, ejemplares
detallados de los pasaportes a que se refiere el Articulo 1.
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2. En caso de que se realice alguna modificacién en los pasaportes

mencionados, las Partes deberan notificarlo a la otra Parte y entregar los
ejemplares correspondientes, al menos con treinta (30) dias de antelacion a
su entrada en circulacian.

ARTICULO 8
SUSPENSION

1. Cualquiera de las Partes podra en cualquier momento suspender
de manera total o parcial la aplicacion del presente Acuerdo por razones de
seguridad nacional, orden publico o salud publica.

2 La suspension sera notificada de manera inmediata a la otra Parte,
a través de la via diplomatica, estableciendo la fecha en que la suspension
0 su renovacion surtird efecto.

ARTICULO 9
ENMIENDAS

El presente Acuerdo podré ser enmendado por mutuo consentimiento de
las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas, en las que se
especifique la fecha de su entrada en vigor.

ARTICULO 10
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretacion o
implementacion del presente Acuerdo sera resuelta entre las Partes de
manera amistosa, a través de consultas y negociaciones.

ARTICULO 11 .
ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION

1. El presente Acuerdo entrara en vigor treinta (30) dias después de
la fecha de recepcion de la dltima notificacion en que las Partes se
comuniquen, por la via diplomatica, el cumplimiento de los procedimientos
internos exigidos para tal efecto, y permanecera vigente de manera
indefinida.

2. Cualquiera de las Partes podra en cualquier momento dar por
terminado el presente Acuerdo, mediante notificacién escrita dirigida a la

L
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ofra Parte, a través de la via diplomatica, con noventa (90) dias de
antelacion.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos han firmado el presente Acuerdo.

Firmado en la Ciudad de México, el 14 de abril de 2014, en dos ejemplares
originales en idioma indonesio, espariol e inglés, siendo todos los textos
igualmente auténticos. En caso de cualquier diferencia en la interpretacién,
el texto en inglés prevalecera.

POR EL GOBIERNO POR EL GOBIERNO
LA DE LOS
CA DE INDONESIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ALEGAWA N Q UQ}QD

. N2 JOSE ANTONIO MEADE KURIBRENA
# suntos Exteriores Secretario de Relaciones Exteriores

Ministro de
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REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXIC
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIP
OFFICIAL/SERVICE PASSPORT!

The Government of the Republic of Indonesia and the
United Mexican States, hereinafter referred to individua
collectively as the “Parties";

RECOGNIZING the friendly relations existing between bc

DESIRING to facilitate the movement of their national h
official or service passports;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in boti

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Holders of a valid diplomatic or service passport
Indonesia shall be permitted to enter, stay, exit and
territory of the United Mexican States for a period not ¢
days without visa from the date of entry.

2. Holders of a valid diplomatic or official passport of
States shall be permitted to enter, stay, exit and transit tr
the Republic of Indonesia for a period not exceeding thi
visa from the date of entry.

3. If nationals of either Party holding a diplomatic or offic
wishes to stay in the territory of other Party for a period
days, he/she shall require a visa before entering the terri
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